



A. Latar Belakang Masalah
Di era transisi demokrasi seperti saat ini, dinamika masyarakat sedang
dipenuhi oleh euforia kebebasan, dan juga semangat bangkitnya civil society 
hampir diseluruh elemen kehidupan sosial. Variasi masyarakat dalam 
mengekspresikan kebebasan dan mencari jati diri dalam mewujudkan masyarakat 
demokratis, disikapi secara elegan dan dewasa oleh para penyelenggara pelayanan 
publik.
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Namun demikian, merubah budaya (culture) tidaklah semudah membalik 
telapak tangan. Perlu adanya komitmen bersama antara penyelenggara pelayanan 
publik, penegak hukum, dan masyarakat. 
Terkait dengan perubahan budaya, di dalam penyelenggara pelayanan 
publik seperti halnya instansi-instansi yang berhubungan langsung dengan 
masyarakat, perlu adanya suatu perubahan guna dapat membenahi citra negatif 
yang selama ini terlanjur melekat dibenak masyarakat. Ini merupakan tantangan 
bagi para penyelenggara pelayanan publik yang mana sejauh ini belum berjalan 
secara maksimal karena pada kenyataannya opini publik yang negatif atas kinerja 
penyelenggara pelayanan publik masih terus terdengar. 
Salah satu diantarannya adalah praktik pungutan liar (pungli). Pungutan liar 
adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat 
1 Dwi Nurmawati. 2009. “Strategi Humas Polri Dalam Mengelola Opini Publik 
Berkenaan Dengan Kasus Pungutan Liar (Pungli) Di Kepolisisan Kota Madiun”. Hasil Penelitian 
Fundamental DIKTI, Madiun 
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Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau 
tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.
2
  
Istilah lain yang dipergunakan oleh masyarakat mengenai pungutan liar atau 
pungli adalah uang sogokan, uang pelicin, salam tempel dan lain lain. Pungutan 
liar pada hakekatnya adalah interaksi antara petugas dengan masyarakat yang 
didorong oleh berbagai kepentingan pribadi.
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Dalam kasus tindak pidana pungutan liar tidak terdapat secara pasti dalam 
KUHP, namun demikian pungutan liar dapat disamakan dengan perbuatan pidana 
pemerasan, penipuan, korupsi, dan gratifikasi yang diatur dalam KUHP dan 
Undang-undang Tipikor sebagai berikut:  
1. Pasal 368 KUHP Tentang Pemerasan: "Barang siapa dengan maksud 
untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan 
hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, 
untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian 
adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun 
menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana 
penjara paling lama sembilan tahun".  
2. Pasal 378 Tentang Penipuan :  "Barang siapa dengan maksud untuk 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, 
dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat 
ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk 
                                                          
2
 Fahmi Ramadhan Firdaus. 2017. “Pengertian Tentang Pungli”, http://www. 
kompasiana.com. Diakses 15 Januari 2017, pukul 20:05 WIB 
3
 Soedjono Dirdjosisworo. 1983. Pungli: Analisa Hukum & Kriminologi, Cetakan Ke-2. 
Bandung: Sinar Baru. Hal. 36 
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menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang 
maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan 
pidana penjara paling lama 4 tahun." 
3. Pasal 12 huruf e Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang 
Tindak Pidana Korupsi: "pegawai negeri atau penyelenggara negara 
yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau oang lain secara 
melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa 
seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran 
dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. 
Dengan ancaman pidana seumur hidup atau  minimal empat tahun 
penjara dan maksimal 20 tahun penjara serta denda minimal Rp200 juta 
rupiah dan maksimal Rp1 miliar rupiah.
4
 
4. Pasal 5 dan Pasal 12 huruf a dan huruf b Undang-undang No. 20 
Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi 
Pasal 5: 
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan 
paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 
250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:  
a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau 
penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri 
atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat 
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  Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). 
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sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan 
kewajibannya; atau 
b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara 
negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang 
bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan 
dalam jabatannya. 
Pasal 12 huruf a dan huruf b: 
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 
dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):  
a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima 
hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa 
hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar 
melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang 
bertentangan dengan kewajibannya;  
b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima 
hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah 
tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah 
melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang 
bertentangan dengan kewajibannya. 
Tingginya tingkat ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur 
pelayanan yang panjang dan melelahkan menjadi penyebab dari semakin 
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banyaknya masyarakat yang menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan 
publik yang korupsi.
5
  Hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan 
masyarakat cenderung semakin toleran terhadap praktik pungutan liar dalam 
penyelenggara pelayanan publik. Hal ini hanya membuat keuntungan sepihak bagi 
masyarakat nakal yang mempunyai uang lebih. Bagi masyarakat yang tidak 
mempunyai uang lebih hanya bisa diam dan mengikuti alur prosedur yang ada 
dengan konsekuensi waktu yang dibutuhkan lebih lama. 
Menurut Irjen pol Boy Rafli Amar selaku Divisi Humas Polri mengatakan 
ada faktor yang menyebabkan praktik pungutan liar terjadi di berbagai 
penyelenggara pelayanan publik di Indonesia yaitu, adanya keinginan dari para 
penyelenggara pelayanan publik untuk mendapat penghasilan lebih. Kemudian, 
para penyelenggara ini memanfaatkan posisi jabatannya yang dianggap strategis.
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Selain itu, masyarakat juga tidak mengindahkan prosedur pelayanan yang 
seharusnya dipatuhi karena mereka menginginkan pelayanan cepat, sehingga 
memanfaatkan wewenang para penyelenggara pelayanan publik. Oleh karena itu, 
perlu dilakukan perubahan mendasar, tidak hanya dari penyelenggara pelayanan 
publik saja melainkan juga pada mental masyarakatnya. 
Pemerintah memandang perlu adanya upaya pemberantasan secara tegas, 
terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera terhadap pelaku 
pungli. Dalam upaya pemberantasan pungutan liar itu, pemerintah memandang 
perlu dibentuk satuan tugas sapu bersih pungutan liar. Oleh sebab itu pada tanggal 
                                                          
5
 BPKP. 2002. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi Pada Pengelolaan 
Pelayanan Masyarakat. Jakarta: Tim Pengkajian SPKN RI. Hal. 6. 
6
 Hanz Jimenez Salim. 2017. “Penyebab Praktik Pungli Dianggap Hal Lumrah”. 
http://news.liputan6.com. Diakses 15 Januari 2017. pukul 20:20 WIB 
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20 Oktober 2016 presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden 
(Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan 
Liar, yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli. Tujuan di bentuknya Perpres 
ini ialah salah satunya untuk memulihkan kepercayaan publik, memberikan 
keadilan, dan kepastian hukum terhadap masyarakat.  
Satgas Saber Pungli sendiri dalam operasinya dipimpin oleh Menteri 
Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. 
Untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut, pemerintah telah membentuk 
struktur organisasi khusus di bawah Menkopolhukam Wiranto. Alhasil Komjen 
Pol Dwi Pr iyatno ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Irwasum (Inspektorat 
Pengawasan Umum) Mabes Polri. Wiranto menjelaskan, untuk di daerah akan 
dibentuk unit-unit Satgas Saber Pungli dengan kriteria dan persyaratan tertentu 
menurut kriteria tim saber pungli pusat.
7
  
Berdasarkan dikeluarkannya Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan 
Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, hampir di seluruh kabupaten/kota di Indonesia 
telah mempunyai satgas saber pungli tersendiri. Secara khusus tugas dan fungsi 
dari satgas saber pungli itu sendiri terdapat pada pasal 4 Perpres Nomor 87 Tahun 
2016 yang menyatakan bahwa : 
Pasal 4   : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Satgas Saber Pungli 
mempunyai wewenang : 
a. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan 
pungutan liar 
b. melakukan pengumpulan data dan informasi dari 
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 Andylala Waluyo. 2017. “Presiden Tandatangani Perpres Satuan Tugas Saber Pungli”. 
http://www.voaindonesia.com. Diakses 15 Januari 2017. pukul 21:10 WIB 
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kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait 
dengan menggunakan teknologi informasi 
c. mengoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan 
operasi pemberantasan pungutan liar 
d. melakukan operasi tangkap tangan 
e. memberikan rekomendasi kepada pimpinan 
kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah 
untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
f. memberikan rekomendasi pembentukan dan 
pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi 
penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan 
kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah 




Salah satu kota yang telah mempunyai satgas saber pungli adalah kota 
Malang. H. Mochammad Anton atau yang lebih akrab di sapa Abah Anton pada 
tanggal 9 Januari 2017 kemarin, telah mengukuhkan 45 anggota Satuan Tugas 
Sapu Bersih Pungutan Liar atau Satgas Saber Pungli. Satgas ini terdiri dari 
berbagai elemen diantaranya unsur Pemerintahan, Polri, TNI, Kejaksaan Hingga 
Akademisi, yang tujuannya untuk memberantas praktik tindak pidana pungutan 
liar. Pengukuhan  Satgas Saber Pungli ini merupakan tindak lanjut dari instruksi 
dari Presiden Joko Widodo yang sudah menabuh perang terhadap praktik 
pungutan liar yang meresahkan masyarakat. 
Selain itu,  masyarakat juga ikut berperan serta dalam membantu tugas 
satgas saber pungli yang juga diatur dalam Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 
pasal 12, yang menyatakan bahwa : 
Pasal 12 : 1. Masyarakat dapat berperan serta dalam 
pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung 
maupun tidak langsung melalui media elektronik atau 
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2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian 
informasi, pengaduan, pelaporan, dan/atau bentuk 
lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta 
masyarakat dalam pemberantasan pungutan liar diatur 




Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik dan memilih penelitian 
hukum yang berjudul : PERAN SATGAS SABER PUNGLI KOTA MALANG 
DALAM MENGURANGI TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR 
 
B. Perumusan Masalah 
Dalam suatu penelitian, perumusan masalah merupakan hal yang 
penting. Agar dalam penelitian dapat lebih terarah dan terperinci sesuai 
dengan tujuan yang dikehendaki. Adapun rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana peran satgas saber pungli kota Malang dalam 
menindaklanjuti laporan-laporan tentang pungli di Kota Malang ? 
2. Bagaimana prospek dibentuknya satgas saber pungli Kota Malang 
dalam mengurangi tindak pidana pungutan liar di Kota Malang ? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah  
1. Untuk memahami dan mengetahui peran satgas saber pungli Kota 
Malang dalam menindaklanjuti laporan-laporan tentang pungli di Kota 
Malang. 
                                                          
9
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2. Untuk mengetahui prospek setelah dibentuknya satgas saber pungli 
Kota Malang dalam mengurangi tindak pidana pungutan liar di Kota 
Malang. 
D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai penulis, maka manfaat dari 
penelitian ini adalah: 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan 
sumbangan pemikiran bagi para pembaca agar dapat memperkaya wawasan, 
konsep, dan praktek tentang peran satgas saber pungli kota Malang. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan informatif bagi 
para pembaca agar mengetahui peran satgas saber pungli Kota Malang 
dalam mengurangi tindak pidana pungli. 
E. Kegunaan Penelitian 
1. Bagi Penulis  
Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan 
dalam bidang ilmu hukum, selain itu dengan adanya penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran, menambah 
pengetahuan, dan wawasan mengenai prospek dibentuknya tim satgas saber 





2. Bagi Penegak Hukum 
Dengan diadakannya penelitian ini, harapannya penelitian ini akan 
membantu kinerja aparat penegak hukum dalam memberikan pengetahuan 
kepada masyarakat tentang prospek kedepannya setelah dibentuknya satgas 
saber pungli di kota Malang dalam mengurangi tindak pidana pungli. 
3. Bagi Masyarakat 
Dengan dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan masyarakat dapat 
memahami dan mengetahui peran Satgas Saber Pungli dalam mengurangi 
tindak pidana pungli di Kota Malang.   
F. Metode Penelitian 
1. Metode Pendekatan 
Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan,  “dengan 
pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai 
aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya”. 10   
Berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah yang telah 
diuraikan, maka metode pendekatan yang diambil adalah pendekatan yuridis 
sosiologis. Yang artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan 
nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan 
untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada 
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 Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta. Kencana. Hal 93.  
11
 Soerjono Soekanto. 2014. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. UI Press. Hal. 10 
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Yang mana disini penulis akan melakukan penelitian secara mendalam 
terkait peran saber pungli kota Malang dalam menindaklanjuti laporan-
laporan tentang pungli. 
2. Lokasi Penelitian 
Adapun lokasi yang dipilih penulis untuk melakukan penelitian hukum 
adalah di wilayah hukum kota Malang. Alasan pemilihan lokasi tersebut 
adalah yang pertama melihat kota Malang merupakan kota terbesar nomor 
dua di jawa timur setelah kota Surabaya. Yang kedua adalah tingginya 
jumlah penduduk kota Malang yang mayaoritasnya dihuni oleh masyarakat 
pendatang. Oleh karena itu para penyelenggara pelayanan publik di kota 
Malang juga harus kerja ekstra dalam melayani masyarakat kota Malang 
yang dari tahun ke tahun semakin bertambah. Melihat tingginya masyarakat 
kota Malang ditambah masyarakatnya rata-rata menginginkan pelayanan 
yang cepat, tidak menutup kemungkinan pungutan liar bisa terjadi pada 
pelayanan publik di kota Malang.  
Alasan lain penulis melakukan penelitian hukum adalah di wilayah 
hukum kota Malang adalah dengan maksud akan mendapatkan informasi-
informasi guna untuk melengkapi bahan penulisan hukum. Dan juga untuk 
mengetahui peran satgas saber pungli kota Malang dalam menindaklanjuti 
laporan-laporan tentang pungli. Sehingga melalui penelitian tersebut 





3. Sumber Data 
Dalam penulisan ini penulis menggunakan beberapa sumber 
data sebagai berikut: 
a. Sumber Data Primer 
Data utama diperoleh langsung yaitu dengan melakukan 
wawancara dengan beberapa anggota Satgas Saber Pungli Kota 
Malang yang ada di Pemerintahan Kota Malang, dan Kejaksaan 
Negeri Kota Malang, kemudian melakukan wawancara kepada 
kepala bidang pengelolaan pasar rakyat Dinas Perdagangan Kota 
Malang, serta dengan beberapa masyarakat yang menjadi korban 
pungutan liar yang berdasar latar belakang pendidikan dan 
pekerjaan yang berbeda-beda guna memperkuat data permasalahan 
yang sedang penulis teliti.   
b. Sumber Data Sekunder 
Data sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan atau 
keterangan lanjutan mengenai data primer dan data sekunder yang 
terdiri dari : 
a) Buku – buku 
1) Adi Hamzah berjudul Asas-asas Hukum Pidana. 
2) James M. Henslin berjudul Sosiologi Dengan Pendekatan 
Membumi. 
3) Lijan Poltak Sinambela berjudul Reformasi Pelayanan 
Publik: Teori, Kebijakan dan Implermentasi. 
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4) Myazinda berjudul Kelompok Sosial Dan Kehidupan 
Masyarakat. 
5) Soedjono Dirdjosisworo berjudul Pungli: Analisa Hukum 
& Kriminologi. 
6) Soerjono Soekanto berjudul Pengantar Penelitian Hukum. 
7) Tongat. Berjudul Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia 
Dalam Perspektif Pembaharuan. 
8) Dll 
b) Peraturan Perundang – undangan 
1) Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang, 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). 
2) Peraturan Presiden No.87 Tahun 2016 Tentang, Satuan 
Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. 
3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
c. Sumber Data Tersier 
Data tersier terdiri dari kamus hukum, kamus besar Besar 
Indonesia , kamus Bahas Indonesia Kontemporer, yang dapat 
memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap data primer 
maupun data sekunder. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik 




Melakukan penyebaran kuesioner/angket secara acak terhadap 
masyarakat Kota Malang yang merasa menjadi korban pungutan 
liar dengan berlatar belakang pendidikan dan pekerjaan yang 
berbeda-beda guna mencari data fakta di lapangan. Adapaun daftar 
nama inisial korban pungutan liar di Kota Malang sebagai berikut: 
1) HR, SP, GB, MSR, PRL, TS, BAS, AN, IFJ, MF, HF, DRSD, 
dan IY sebagai mahasiswa. 
2) IDP, FE, INA, RMI, ASS, IDL, dan LPP sebagai Pelajar 
(SMU). 
3) DA, HB, YP, RC, sebagai Wiraswasta. 
4) DHR, dan DA sebagai Pegawai Negeri Sipil. 
5) S sebagai Pedagang Pasar Merjosari Kota Malang. 
6) ES dan S seagai Pedagang Pasar Blimbing Kota Malang. 
b. Wawancara 
Mengadakan wawancara kepada pihak-pihak yang diteliti. 
Yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden 
yang berhubungan langsung dengan masalah yang sedang di teliti 
oleh penulis yaitu: 
1) Bapak Eko Fajar ARB SH., M.Si, selaku Kasubag. Hukum 
Sekretariat Daerah Kota Malang dan sekaligus menjabat 
sebagai anggota kelompok kerja (Pokja) Pencegahan Satgas 
Saber Pungli Kota Malang. 
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2) Bapak M. Arif Koerniawan selaku Kepala Seksi Intelejen 
Kejaksaan Negeri Malang dan sekaligus menjabat sebagai 
wakil ketua II Satgas Saber Pungli Kota Malang. 
3) Ibu Fulan Diana Kusumawati S.H., M.Hum, selaku Staf 
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang dan sekaligus 
menjabat sebagai anggota kelompok kerja (Pokja) Yustisi 
Satgas Saber Pungli Kota Malang. 
4) Bapak Eko Sya Selaku Kepala Bidang Pengelolaan Pasar 
Rakyat Dinas Perdagangan Kota Malang. 
5) Seluruh korban pungutan liar yang telah mengisi 
Kuesioner/Angket  
c. Dokumentasi 
Studi dokumentasi yang dilakukan oleh penulis yaitu penulis 
melakukan penelitian dengan cara mencari dan mengumpulkan 
bahan – bahan yang di hasilkan oleh instansi-instansi tersebut 
seperti Data-data jumlah kasus yang di tangani, dan lainnya yang 
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 
d. Internet  
Pengumpulan data melalui browsing internet atau website 
resmi untuk melengkapi data yang di butuhkan oleh penulis yang 
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Seperti halnya 
Presiden Tandatangani Perpres Satuan Tugas Saber Pungli, dalam  
http://www.voaindonesia.com. Satgas Saber Pungli Kota Malang 
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Dilantik,  dalam  https://www.bangsaonline.com. Pengukuhan 
Saber Pungli Kota Malang dalam http://inspektorat. 
malangkota.go.id.   Penyebab Praktik Pungli Dianggap Hal 
Lumrah  dalam http://news.liputan6.com. Ancaman Pidana bagi 
Pemberi dan Penerima Gratifikasi dalam http://www.hukum 
online.com. Diduga Lakukan Pungli, Oknum Pengurus Pedagang 
Pasar Blimbing Dilaporkan ke Kajari dalam 
http://www.malangtimes.com. Dll. 
5. Teknik Analisa Data 
Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis Deskriptif 
Kualitatif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan 
sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini 
guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh 
dari hasil penelitian nantinya, sehingga diharapkan dapat diperoleh 
gambaran yang jelas tentang simpulan atas penelitian yang dicapai.  
G. Sistematika Penulisan 
Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi kedalam 
4 bab dan masing-masing bab terdiri atas sub yang bertujuan untuk 
mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika penulisannya sebagai 
berikut:  
BAB I PENDAHULUAN 
Pada bab pertama ini penulis menguraikan secara umum latar 
belakang permasalahan, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, 
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manfaat penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, 
rencana jadwal penelitian, dan sistematika penulisan, sehingga dalam bab I 
ini tersusun secara terperinci.  
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab II ini memuat penjelasan dari teori-teori yang berkaitan 
dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang digunakan untuk 
membantu penulis dalam membahas permasalahan yang diangkat oleh 
penulis. 
BAB III PEMBAHASAN 
Pada bab III ini berisikan uraian terutama terhadap pembahasan 
pada rumusan masalah yang kemudian di lakukan analisis data dengan 
mengandalkan data kongkrit yang telah di peroleh dari hasil penelitian di 
wilayah hukum kota Malang. 
BAB IV PENUTUP 
Pada bab IV merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan 
dan saran dari penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis.  
 
